
BABV 

PENUTUP 

A. Kcsimpulan. 

1. Penegakan hukum terhaclap pelanggman IJin keim igras isn selsma 

disebabkan o leh lemahnya pengawassn yang clilakukan Pemerintah dan 

aparat istansi yang terlibat. Pengawasa n terhaclap Warga Nega ra Asing 

yang melakukan ijin tinggal sementa ra eli l!1clonesia pada clasa rnya . 

mencakup pengawasan yang bersifat odministratif yaitu tennasuk eli 

dalam hal pengumpulan clan pengolahan data ke luar masuk orang asing 

eli wilayah Indonesia . Kemuclian , pcngawasan ya ng bersifat operasiona!, 

pelaksanaan pengawasan terhadap orang asi ng yang beracla di w ilayah 

Indonesia dilakukan seca ra terkoorclin as i. 

Ada dua hal yang menjadi sasaran pengawasan terhadap orang as ing di 

Indonesia, yaitu pengawasan terhadap keberaclaannya (secara 

immigratoir) dan pengawasan terhaclap kegiatan orang asmg selama 

berada eli Indonesia. Aspek pengawasan kegiatan orang asmg 

memerlukan suatu kegiatan terkoordinir antar instansi clalam hal 

pelaksanaan pengawasannya. Menteri Kehakiman selaku koordinator 

Tingkat Pusat (Nasional) bersama baclan atau instansi pemerintah lainnya 

yang terkait sebagai pelaksana pengawasan orang asmg secm·a 

terkoordinasi yang disebut Koordinasi Pengawasan Orang Asing 

(SIPORA), seperti badan atau instansi tersebut antara lain Departemen 

Luar Negeri, Depatiemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan 
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Keamanan, Departemen Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, 88d8n 

lntelij en Negara clan Kepolisian Negam Republik lnclones ia. 

2. Analisis terhadap clasar-clasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan 

Negeri Mataram yang memutuskan Terclakwa Werner Willy Versluys 

hanya diputuskan melanggar ijin keimigrasian dengan rnenjatuhkan 

sanksi administratif. Majelis Hakim sa l8h dalam menerapkan hukum 

suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak 

sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan pasal 253 ayat (I) huruf 

a dan b KUHAP) dimana maj eli s hakim tidak mempertimbangkan fakta­

fakta yang terungkap dalam pers idangan ses uai ketentuan pasal 184 ayat 

(1) KUHAP tentang alat-alat bukti yang dipergunakan dalam 

membuktikan pasal yang clidakwakan yaitu pasal 50 Undang-undang 

Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian sehingga unsur dengan 

sengaJa menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai 

dengan maksud pemberian izin keimigrasian. 

Selain itu, putusan hakim pada tingkat petiama tidak melaksanakan 

ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP eli mana dalam amar putusan, 

majelis hakim hanya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan 

perbuatan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan, akan tetapi bukan 

merupakan perbuatan pidana Amar putusan ini sangat betientangan 

dengan pasal 193 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan "Jika Pengadilan 

berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang 

didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan pidana" . 
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Sej atinya nya apabil a Pcngadil an ll1 cnyatakan bahwa Terclakwa terbukti 

melakuk an perbuatan sebaga imana terurai cl alam cl akwaan maka amar 

putusannya acl alah menjatuh kan piclana terhaclap cliri Tercl akwa. 

Dalam putusan akhir eli tingkat kasas i, maj e li s hakim Mahkamah Agun g 

yang kemuclian membatalkan putusan hakim Pengaclilan Negeri Mataram 

hanya m enjatuhkan putusan terhaclap Terdakwa yaitu 1 (satu) tahun 6 

( enam) bulan. Pad aha! berclasarkan bukti-bukti yang ada menunjukkan 

bahwa T erclakwa Werner Wili y Verslu ys terbukti secara sah dan 

menyakinkan m elakukan pelanggaran ij in keimi gras ian yang di ancam 

clengan hukuman maksim al 5 (lima) tahun penj ara. Seharusnya hakim 

mempertimbangkan unsur-unsur tincl ak pidana yang clil akukan T erd akwa 

dan hal-hal yang memberatkan sehingga hukuman yang clij atuh kan dapa t 

diterapkan lebih m aksim al sesuai cl engan rasa keadil an hukum yan g ::~ ci a. 

B. Saran-saran. 

1. Sebaiknya sebelum memberikan ijin keimigrasian kepada Warga Negara 

Asing agaknya perlu ditinjau lebih teliti dan cliperketat, baik itu kunjungan 

wisata atau kunjungan bisnis . Selain itu pengawasan terhadap pelanggaran 

ijin keimigrasian harus clitingkatkan. Selama ini kelemahan mendasar 

berada pada pengawasan pemberian ijin keimigrasian dan pengawasan 

dilapangan terhadap aparat pemerintah yang terlibat. Karena itu, 

pemerintah harus menggalakkan pengawasan dan penerapan sanksi 

terhadap aparat pemerintah yang terlibat pelanggaran tersebut. 
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2. Dalam segi pemberian hukuman, aparat penegak hukum seharusnya lebih 

tegas dan berani dalam menerapkan sanksi maksimal terhadap pelaku 

pelanggaran lJll1 keimigras ian karena pelanggaran tersebut telah 

memberikan cl ampak yang sangat negatif terhadap lemahnya pencgakan 

hukum eli Indonesia yang clinilai masih sangat lemah. 
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